PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

Menimbang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

. bahwa sebagai salah satu upaya dalam pemenuhan hak bagi

setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,
Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan
kesehatan bagi masyarakat;

. bahwa untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan

pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
diperlukan peran serta masyarakat dalam bentuk
pemungutan retribusi atas pelayanan kesehatan yang
diberikan.

. bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
pemerintah kabupaten/ kota mempunyai kewenangan untuk
memungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang
diselenggarakannya,;

. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 20

Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Puskesmas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2007 dan
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun
2009 tentang Sertifikasi Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga, Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
Jemaah Haji dan Pemeriksaan Kualitas Air, sudah tidak
sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu
disesuaikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
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Mengingat

10.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor
3258);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

16.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-undangan;

17.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Purworejo
Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipll
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat I
Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il
Purworejo Tahun 1989 Nomor 1);

18.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007
Nomor 3);

19.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Menetapkan

dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN

KESEHATAN.
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KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Purworejo.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai
tugas pokok dan fungsi menangani urusan kesehatan.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas
adalah Unit Pelaksana Teknis pada SKPD yang mempunyai wilayah kerja
tertentu di tingkat kecamatan.

Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang dilengkapi fasilitas tempat
tidur paling sedikit 10 (sepuluh) buah untuk keperluan observasi,
perawatan, diagnosa, pengobatan dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya.
Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang bertugas
membantu Puskesmas dan berfungsi menunjang pelaksanaan kegiatan
puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.

Puskesmas Keliling adalah kegiatan pelayanan kesehatan oleh Puskesmas
di lokasi luar gedung.

Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan
berupa upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Keterangan Sehat adalah Surat Keterangan tentang hasil pemeriksaan
kesehatan badan seseorang oleh Dokter Pemerintah dalam bentuk surat
keterangan.

Pelayanan Rawat jalan adalah Pelayanan terhadap pasien di Puskesmas,
Puskesmas Pembantu atau Puskesmas keliling untuk keperluan pelayanan
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.

Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi,
diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya
dengan menempati tempat tidur.

Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama
yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko
yang tidak diinginkan.

Pasien adalah penderita yang mendapat pelayanan kesehatan di
Puskesmas, Puskesmas Pembantu atau Puskesmas Keliling.

http://www.bphn.go.id/



17.

18.

19

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Pemeriksaan kesehatan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
dokter, untuk mengetahui penyakit dan tingkat kesehatan pasien.

Tindakan adalah suatu upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga
medis, paramedis dan tenaga lainnya yang bertujuan memulihkan,
menyembuhkan kesehatan pasien.

. Visite Dokter adalah kunjungan dokter kepada pasien Rawat Inap untuk

melakukan pengawasan medik.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi
adalah pembayaran/ biaya atas pelayanan kesehatan di Puskesmas,
Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan tidak termasuk pelayanan
pendaftaran.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan
pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu atau
Puskesmas Keliling

Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas
Pembantu, Puskesmas Keliling dan tempat pelayanan kesehatan lainnya
yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi daerah dan/ atau sanksi
administrasi berupa bunga dan/ atau denda.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

Insentif pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah
tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja
tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk
dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang
ditentukan oleh undang-undang.

Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana pemungutan retribusi
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah
penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
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